
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR ,6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 56 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, UPTB Korp Pegawai Republik Indonesia pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Rena Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 	tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679). 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); 

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN 
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 56 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 5 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri 
dan: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja; 

d. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun; 

e. Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur; 

f. dihapus; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Kabupaten Kerinci. 

2. Ketentuan Pasal 24 huruf i diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 24 

Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pembinaan aparatur dan 
pengembangan kompetensi aparatur; 

b. perumusan dan penyusunan bahan, administrasi serta aturan hukum untuk 
meningkatkan disiplin; 

c. pembinaan, bimbingan dan penyuluhan disiplin aparatur; 

d. menyelenggarakan dan memberi petunjuk penjatuhan hukuman disiplin 
aparatur; 

e. menyelenggarakan pengembangan kompetensi; 

f. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan; 

g. merencanakan kebutuhan dildat penjenjangan dan sertifikasi; 

h. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional; 

i. memfasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN 
lainnya); 

j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 25 

(1) Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dan: 

1111P 	
a. Sub Bidang Disiplin dan Bina Profesi ASN; 

b. Sub Bidang Izin dan Cuti; dan 

c. Sub Bidang Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang. 

4. Ketentuan Pasal 26 antara huruf d dan huruf e, disisipkan 4 (empat) huruf baru, 
yaitu : huruf d.1, huruf d.2, huruf d.3, dan huruf d.4, sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 26 

Sub Bidang Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas: 

a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur; 

b. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur; 

c. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur; 

d. melaksanakan penyelesaian masalah kepegawaian; 






	1
	CCF_000001.pdf (p.1)
	Page 1

	CCF_000002.pdf (p.2)
	Page 1

	CCF_000003.pdf (p.3)
	Page 1

	CCF_000004.pdf (p.4)
	Page 1

	CCF_000005.pdf (p.5)
	Page 1


	2



